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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan
upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Satpol PP dilakukan melalui sosialisasi,
patroli rutin, serta tindakan persuasif dan kekeluargaan guna mencegah terjadinya konflik dengan PKL. Satpol PP juga
bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya penertiban. Kendala yang dihadapi meliputi
keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah personel, anggaran, serta kurangnya kepatuhan dari PKL terhadap aturan
yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP melakukan pengawasan rutin, optimalisasi sumber daya yang ada,
pemberian surat peringatan, serta penyuluhan secara persuasif. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan
pendekatan bottom-up, dan direncanakan pembentukan tim Satuan Tugas (SATGAS) serta pemasangan CCTV di area
rawan pelanggaran. Diharapkan ke depan, penambahan personel dan fasilitas penunjang dapat meningkatkan efektivitas
penertiban serta kesadaran PKL terhadap peraturan yang berlaku.
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Pendahuluan

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau yang mana sebagai pusat
perdagangan dan juga kota yang berkembang pesat dari segi perekonomian. Sebagai kota
yang menjadi pusat perekonomian terutama di Provinsi Riau, Pekanbaru menjadi pusat
kegiatan masyarakat salah satunya adalah kegiatan pada sektor informal yaitu berdagang.
Pesatnya pertumbuhan ekonomi membuat persaingan di dunia kerja semakin ketat,
sehingga masyarakat banyak yang memilih untuk bekerja pada sektor informal, Pedagang
Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang banyak dijadikan masyarakat
sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan.

Dalam beberapa tahun terakhir jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru
semakin bertambah, hal tersebut terlihat dari data yang didapatkan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Pekanbaru.

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

2022 2024
Jan 18 62
Feb 27 56
Maret 23 62
Apr - 60
Mei - 62
Jun 12 60
Jul 31 62
Agus 4 62
Sept 3 60
Okt 2 62
Nov 5 60
Des 9 62

Total 134 730

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami
peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota
Pekanbaru karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang semakin banyak mengakibatkan
rusaknya tatanan dan keasrian kota. Keberadaan Pedagang Kaki Lima berkontribusi
terhadap sektor informal dan ekonomi rakyat sekaligus dapat menyebabkan permasalahan
ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Hal tersebut menimbulkan permasalahan
yang dilematis, Keberadaan pedagang kaki lima sangat membantu perekonomian daerah
dan meningkatkan usaha masyarakat menengah kebawah, namun disisi lain dapat
merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menegakkan
Peraturan Daerah (Perda), termasuk dalam hal penertiban PKL. Penelitian ini berfokus
pada pelaksanaan peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Pekanbaru, kendala
yang dihadapi, serta upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut.
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Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL
PP) dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru beserta kendala
dan upaya yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini dapat memberikan
kontribusi dalam penelitian mengenai apa saja bentuk penertiban yang dilakukan oleh
Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima serta kendala dan upayanya. Lokasi penelitian
dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta di Jalan HR. Subrantas. Alasan
peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena peneliti ingin meneliti bagaimana
tahapan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di
Kota Pekanbaru, dan bagaimana Satpol PP menjalin kerjasama dengan instansi terkait
seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki wewenang untuk melakukan
penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Selain itu juga untuk mengetahui sudut
pandang dari Pedagang Kaki Lima yang mengalami penggusuran oleh Satpol PP.

Subjek dalam penelitian ini yaitu aparat Satpol PP, Kepala Bidang Pasar Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta Pedagang Kaki Lima yang
telah/penah mengalami penggusuran oleh Satpol PP. Pemilihan subjek penelitian
dilakukan secara purposive sampling, purposive sampling merupakan teknik di mana peneliti
melakukan subjek pemilihan secara terencana dengan menetapkan kriteria subjek yang
akan dipilih untuk dijadikan subjek informan dalam penelitian ini. Adapun kriteria subjek
dalam penelitian ini yaitu:

1. Aparat Satpol PP yang telah bekerja selama 5 tahun/lebih.
2. Aparat Satpol PP yang terlibat langsung dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota
Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Peran Satpol PP Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru dilakukan
melalui berbagai tahapan yang sistematis. Tahapan ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak
semata-mata melakukan penertiban secara represif, melainkan juga mengedepankan
pendekatan humanis dan komunikatif. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi,
karena penanganan PKL bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga soal
memahami realitas sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada
sektor informal.

Langkah awal yang diambil Satpol PP adalah sosialisasi secara langsung kepada para
pedagang mengenai aturan dan zona larangan berjualan. Menurut penulis, pendekatan ini
sangat penting karena memberikan ruang dialog antara aparat penegak perda dan
masyarakat. Sosialisasi dapat menjadi jembatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di
kalangan PKL, meskipun dalam praktiknya, efektivitasnya bergantung pada intensitas,
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bahasa yang digunakan, dan seberapa jauh pemahaman PKL tentang pentingnya tertib
kota..

Merujuk pada Teori Sosialisasi, proses dimana individu mempelajari norma dan nilai
sosial agar dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks
penertiban PKL, sosialisasi dilakukan oleh Satpol PP untuk mengedukasi para pedagang
tentang peraturan daerah yang berlaku serta pentingnya menjaga ketertiban umum.

Tahap kedua adalah patroli rutin, yang dilaksanakan pada jam-jam dan lokasi rawan
pelanggaran. Patroli ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penertiban langsung, tetapi
juga sebagai bentuk pengawasan yang preventif. Satpol PP berusaha menempuh
pendekatan persuasif dan kekeluargaan saat berhadapan langsung dengan para PKL.
Pendekatan ini menurut penulis adalah strategi yang bijaksana, mengingat potensi gesekan
antara aparat dan PKL cukup tinggi apabila penertiban dilakukan secara paksa. Dengan
mengedepankan dialog dan hubungan yang lebih manusiawi, kehadiran Satpol PP dapat
diterima sebagai mitra pembinaan, bukan sekadar pengusir. Namun, realitas di lapangan
sering kali tidak semudah teori. Banyak PKL yang masih enggan mematuhi imbauan,
bahkan kembali berjualan di lokasi yang sama setelah patroli selesai. Hal ini menunjukkan
bahwa pendekatan persuasif harus dibarengi dengan konsistensi dan kehadiran negara
secara terus-menerus.

Kerja sama lintas instansi, seperti dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
menjadi pilar penting dalam pelaksanaan peran Satpol PP. Penulis menilai bahwa sinergi
ini sangat strategis, karena penanganan PKL tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga
saja. Dinas terkait dapat membantu dalam hal pembinaan, pemberian tempat alternatif,
hingga pengelolaan pasar tradisional. Sayangnya, kerja sama lintas instansi kerap kali
terkendala koordinasi dan anggaran. Menurut penulis, perlu ada regulasi yang lebih kuat
dan komitmen politis dari pemerintah daerah untuk menjadikan penataan PKL sebagai
agenda prioritas yang terintegrasi antar sektor.

Kendala yang Dihadapi Oleh Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi
berbagai kendala struktural dan operasional. Sarana dan prasarana yang terbatas, seperti
kendaraan patroli yang tidak memadai atau fasilitas komunikasi yang kurang optimal,
sangat memengaruhi efektivitas pengawasan. Ini mencerminkan rendahnya perhatian
anggaran terhadap fungsi ketertiban umum. Penambahan personel dan peralatan
seharusnya menjadi prioritas, mengingat tantangan di lapangan semakin kompleks. Selain
itu, jumlah personel yang terbatas mengakibatkan pengawasan hanya bisa dilakukan di
titik-titik tertentu saja, sedangkan lokasi pelanggaran sering berpindah-pindah. Situasi ini
membuat Satpol PP seolah bermain "kucing-kucingan" dengan PKL.

Selain itu, anggaran operasional yang terbatas membatasi ruang gerak Satpol PP
dalam melakukan kegiatan edukasi, patroli, maupun penertiban. Menurut penulis, inilah
salah satu penyebab mengapa pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan secara
maksimal. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi Satpol PP untuk melakukan
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program yang berkelanjutan, seperti pelatihan bagi personel atau penyusunan materi
sosialisasi yang lebih kreatif dan kontekstual.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum dari
PKL. Meski telah dilakukan sosialisasi dan peringatan, banyak pedagang yang tetap
memilih berjualan di tempat yang dilarang. Sebagian bahkan bersikap “bandel”, yakni
kembali berjualan begitu aparat meninggalkan lokasi. Fenomena ini menunjukkan adanya
kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan pemerintah dan kenyataan sosial ekonomi
masyarakat. Pelanggaran ini bukan semata bentuk perlawanan terhadap otoritas, tetapi bisa
jadi karena ketiadaan pilihan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, penanganan PKL
harus dilakukan secara holistik—tidak cukup dengan penertiban, tetapi juga
pemberdayaan ekonomi.

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa
keterikatan individu pada nilai-nilai sosial, komitmen terhadap tujuan bersama,
keterlibatan dalam aktivitas konvensional, dan keyakinan terhadap norma menjadi faktor
penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Dalam hal ini, ketidakpatuhan PKL
terhadap aturan dapat dijelaskan melalui lemahnya ikatan sosial atau kurangnya
internalisasi terhadap norma yang berlaku.

Upaya Satpol PP Dalam Mengatasi Kendala

Untuk menjawab tantangan tersebut, Satpol PP telah melakukan berbagai upaya
perbaikan, antara lain melalui pengawasan intensif, optimalisasi personel, serta pemberian
surat peringatan yang disampaikan dengan cara yang persuasif. Selain itu, rencana
pembentukan satuan tugas khusus dan pemasangan CCTV di lokasi strategis menunjukkan
upaya Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memanfaatkan
teknologi. Penulis menilai bahwa penggunaan teknologi seperti CCTV adalah langkah
modern yang harus terus dikembangkan, namun keberhasilannya tetap bergantung pada
analisis data dan tindak lanjut dari temuan di lapangan.

Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa pelaksanaan peran Satpol PP di
Pekanbaru dalam penertiban PKL sudah mengarah ke pola penegakan yang seimbang
antara penindakan dan pembinaan. Namun demikian, berbagai kendala struktural dan
sosial harus segera diatasi melalui kebijakan yang terintegrasi dan pendanaan yang
memadai. Penulis juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, di mana PKL
diajak terlibat dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peran Satpol PP
dalam penertiban Pedagang Kaki Lima sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan arahan
dari pimpinan Satpol PP, penyampaian sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP juga
menggunakan pendekatan persuasif yaitu secara kekeluargaan. Namun jika setelah
dilakukan sosialisasi dan masih kedapatan berjualan di area yang dilarang, maka Satpol PP
akan menindak tegas para Pedagang Kaki Lima tersebut dengan melakukan penggusuran
dan penyitaan barang dagangan mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan.
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Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibakan Pedagang Kaki Lima
berupa sarana dan pra sarana yang kurang memadai, jumlah personel yang terbatas serta
anggaran operasional yang terbatas membatasi ruang gerak Satpol PP dalam melakukan
kegiatan edukasi, patroli, maupun penertiban. Masalah lain yang tidak kalah penting
adalah rendahnya kesadaran hukum dari PKL. Meski telah dilakukan sosialisasi dan
peringatan, banyak pedagang yang tetap memilih berjualan di tempat yang dilarang.
Sebagian bahkan bersikap “bandel”, yakni kembali berjualan begitu aparat meninggalkan
lokasi.

Berbagai upaya telah dilakukan atau akan dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi
kendala yang dihadapi seperti pengawasan intensif, optimalisasi personel, serta pemberian
surat peringatan yang disampaikan dengan cara yang persuasif, rencana pembentukan
satuan tugas khusus dan pemasangan CCTV di lokasi strategis menunjukkan upaya Satpol
PP dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memanfaatkan teknologi.
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